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SURAT   TUGAS 

Nomor : 243/BSDK/ST.KP7.1/VII/2026 
  
Pertimbangan : Bahwa dalam rangka Penyusunan Naskah Urgensi 

Rancangan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Tentang 

Toga Hakim Dalam Persidangan. 

 

Dasar : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia   

Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya 

Masukan Tahun Anggaran 2026; 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia   

Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan 

Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan; 

3. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia   

Nomor 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1            

Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja 

Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026; 

4. Surat Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan, 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor    

189/BSDK/SK.HK1.2.5/IV/2026 Mengenai 

Pelaksanaan Kegiatan Audiensi Penyusunan Naskah 

Urgensi Tentang Rancangan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Tentang Toga Hakim Dalam 

Persidangan tanggal 16 Juli 2026; 

 

M  E  N  U  G  A  S  K  A  N  : 

 
Kepada : 

No Nama/NIP/Golongan Jabatan 

1. 
Sodikin 

197605112002121003 – IV/c 

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Militer dan Tata Usaha 

Negara MA RI 

2. 
Candra, S.H. 

197901042006041002 – IV/b 

Kepala Subdirektorat Tata Kelola, 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum Mahkamah Agung RI 

3. 

 

Ayi Solehudin 

197811042007041001 – IV/a 

 

Hakim Yustisial pada Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Militer Dan 

TUN Mahkamah Agung RI 
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4. 
M. Yakub 

198401042006041001 – IV/a 

Kepala Bagian Perencanaan Dan 

Keuangan Direktorat Jenderal Badan 

Peradilan Agama MA RI 

5. 
Putra Nova Aryanto S 

11100007401185 - Mayor 

Hakim Yustisial pada Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Militer dan 

Tata Usaha Negara MA RI 

6. 
Agus Digdo Nugroho 

199106012015031003 – III/c 

Operator – Penata Layanan 

Operasional Pusat Strategi Kebijakan 

Kumdil MA RI 

7. 
Hendro Yatmoko 

197804092009121001 – III/d 

Kepala Subbidang Publikasi dan 

Advokasi Kebijakan Hukum Pusat 

Strategi Kebijakan Kumdil MA RI 

8. 
Suhardin S 

197503052003121005 – III/d 

Operator Penata Layanan Operasional 

Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI 

9. 
Johanes  

198006112009041005 – III/d 

Penerjemah Pusat Strategi Kebijakan 

Kumdil MA RI 

10. 
Fhadil Zonra Ramadhan 

200012192025211007 - V 

Operator Layanan Operasional Pusat 

Strategi Kebijakan Kumdil MA RI 

 
Untuk : Melakukan perjalanan dinas dalam negeri ke kantor 

Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI, Jl. Cikopo Selatan,  

Kec. Megamendung Jawa Barat dalam rangka 

melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Draft 

Naskah Urgensi   “Rancangan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Tentang Toga Hakim Dalam 

Persidangan” pada tanggal 20 s.d 24 Juni 2026.  

Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil 

Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026 Nomor : 005.06.1.610378/2026 

tanggal 01 Desember 2025. 

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 

Bogor, 16 Juli 2026 

 
 

Tembusan : 
1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI; 
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI; 
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI; 
4. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI; 
5. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI. 
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